Judul Produk Pelayanan	: Permohonan Perizinan Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Mesin dan/atau Barang yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam Rangka Penanaman Modal
Nomor KEP			: KEP-117/BC/2025
Nomor Produk			: 021

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
Pelayanan
	A. Pemindahtanganan Mesin:
1.  Izin Usaha atau Izin Perluasan yang dikeluarkan oleh
Kementerian/Instansi terkait;
2.  Daftar Mesin yang akan dipindahtangankan;
3.  Foto-foto atau bukti pendukung lainnya terkait mesin yang akan dipindahtangankan;
4.  Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti- bukti setentangnya dalam hal keadaan darurat (force majeure);
5.  Nilai ekonomis perkiraan atas mesin dalam hal keadaan darurat (force majeure);
6.  Keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama penerima pindah tangan dalam hal dipindahtangankan	kepada      perusahaan      yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan	atau   pengembangan   industri   dalam rangka penanaman modal; dan
7.  Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal dipindahtangankan dengan tujuan diekspor kembali.

B. Pemindahtanganan Barang dan Bahan
1. Izin Usaha atau Izin Perluasan yang dikeluarkan oleh
Kementerian/Instansi terkait;
2. Daftar Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan;
3. Foto-foto atau bukti pendukung lainnya terkait Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan;
4. Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti- bukti setentangnya dalam hal keadaan darurat (force majeure);
5. Nilai ekonomis perkiraan atas Barang dan Bahan dalam hal keadaan darurat (force majeure);

	2.
	Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
	1.  Pemohon   mengajukan   permohonan   pemindahtanganan
mesin dan/atau barang dan bahan kepada Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan dokumen pendukung melalui media elektronik.
2.  Direktur Fasilitas menerima dan memberikan arahan kepada
Pejabat Bea dan Cukai untuk diproses lebih lanjut.
3.  Pejabat Bea dan Cukai memproses dokumen
a.	Dalam  hal  tidak  lengkap,  Pejabat  Bea  dan  Cukai membuat konsep surat pengembalian dan permintaan kelengkapan data yang ditandatangani Direktur Fasilitas Kepabeanan dan ditujukan kepada pemohon.
b.	dalam hal lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai membuat konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Pemindahtanganan beserta naskah dinas pengantar Pemindahtanganan untuk ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.
4. Direktur     Fasilitas     Kepabeanan     meneliti     konsep Keputusan/Surat, kemudian meneruskan kepada Direktur Jenderal.






	
	
	5.  Direktur    Jenderal    atas    nama    Menteri    Keuangan
menandatangani Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Pemindahtanganan untuk disampaikan kepada pemohon melalui Pejabat Bea dan Cukai.
6.  Dalam hal tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
7. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan menyampaikan Keputusan	Menteri    Keuangan    tentang    Persetujuan Pemindahtanganan kepada pemohon.
8.  Demi  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  maka  pemohon dapat mengajukan permohonan atau mendapatkan salinan Surat Keputusan langsung di Pusat Layanan Informasi Kantor Pusat DJBC atau melalui perwakilan DJBC di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM.

	3.
	Jangka
Waktu
Penyelesaian
	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Persetujuan/ Penolakan Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dengan Kewajiban/ Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk yang Terutang.

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk
Pelayanan
	1.  Terhadap   Mesin:   Keputusan   Menteri   Keuangan   Izin
Pemindahtanganan Mesin yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dengan Kewajiban / Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk yang Terutang; atau
2.  Terhadap Barang dan Bahan: Keputusan Menteri Keuangan Izin Pemindahtanganan Barang dan Bahan yang Diimpor dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dengan Kewajiban / Tanpa Kewajiban Membayar Bea Masuk yang Terutang.

	6.
	Penanganan
Pengaduan, Saran,     dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke e-mail  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja yang bersangkutan atau melalui saluran pengaduan masing- masing unit kerja



